Form A.00.00 ) =
PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA Qj( gﬁﬁ;
U

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Alamat : JLYOS SUDARSO BARAT NO 8A GOMBONG

Nomor Telepon - 0287472020

Penjelasan Umum : Laporan self assestment profil risiko dan tata kelola periode
Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.40.09 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.10

L
, , OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Q’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

I T S e
ADI CAHYONO,SE Direktur Utama Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan

bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan secara independen sesuai dengan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance, dengan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan BPRS serta melakukan pengelolaan BPRS supaya terselenggaranya

1 pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPRS Ikhsanul Amal
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

SRI WIJAYANTI,SH Direktur Utama Tugas dan tanggung jawab Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menetapkan

langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern
BPRS, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Prinsip Syariah, memantau dan
menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, memantau dan menjaga kepatuhan BPRS
terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat
yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang

2 menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
Prinsip Syariah, memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada
seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan Prinsip Syariah, melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris
secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS, melaporkan
kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh
Direksi BPRS, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait
pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. dan beliau juga merangkap sebagai
Direktur Operasional

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Bank akan melakukan penyaluran dana dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip syariap

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.40.28 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 2



Form A.01.10 ) =

: : ( |?p:r&nrms
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.40.28 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form A.01.21

. OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Q’( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

[t [ omomwwoswnomeas | e | TsinTewamsies |
Baried Basyadi S.Pt MM Komisaris Utama Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan
Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak
meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPRS. Dewan Komisaris
wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari

1 satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas
Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan,
dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BPRS,

Rekomendasi kepada Direksi

sebagai prelaku perbankan, Bank kita sudah tidak muda lagi, oleh karenanya pembiayaan yang disalurkan/diberikan kepada debitur haruslah sesuai dengan SOP Pembiayaan Bank kita dan jangan diberikan
penyaluran pembiayaan kepada orang yang senyatanya tidak mau membayar hutang.

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.40.43 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.22

NI & | OTORITAS
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah Q’( |{<%?J'?°.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
‘ Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab
KH. Mudhofir, BA. Ketua DPS a. pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS, dan b. pengawasan
terhadap kegiatan BPRS.
9 Puji Handoko S.Ag, M.pd Anggota DPS a. pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS, dan b. pengawasan

terhadap kegiatan BPRS.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

dalam penyaluran pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2

001/DPSNVIII2023 31-08-2023 002/DPS/11/2022 27-02-2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.44.50 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.01.30

) ) OTORITAS
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Q’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

1 Komite Audit
2 Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan
Nominasi

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.46.44 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.02.10 .
( |OTORITAS

Kepemilikan Saham Anggota Direksi JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.46.58 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.03.10 .
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS Q’( |

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

No Nama Anggota Direksi Hubungan Keuangan
Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris EEINERERISEREN
1

ADI CAHYONO,SE Nihil Nihil Nihil
2  SRIWIJAYANTI,SH Nihil Nihil Nihil

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.47.15 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.03.20 F

. . - "| OTORITAS
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS Q’( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

1 ADI CAHYONO,SE Nihil Nihil Nihil

2 SRIWIJAYANTI,SH Nihil Nihil Nihil

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.53.47 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.04.10 .
( |OTORITAS

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris JASA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.55.38 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.05.10 L e
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Qj( |?§§’,{“T“5
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Lain EEINEREREISEREN

1 Baried Basyadi S.Pt MM Nihil Nihil Nihil

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.56.25 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS Ql( |0T0RITAS

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keluarga
Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Lain EEINERERESEREN

Baried Basyadi S.Pt MM Nihil Nihil Sri Utami - Ibu kandung

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.57.04 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.05.30 % "'(\'|0Tonrms

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris ff&?ﬁ&mm

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.57.54 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.05.40 N ,
( |0TORITAS

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
gkap gg g y KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

Tanggal Cetak 31/01/2024 13.59.07 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)

PT. BPRS Ikhsanul Amal

31 Desember 2023

Direksi Dewan Komisaris

Y ( OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Rutin

Dewan Pengawas Syariah

A  Remunerasi
1. Gaji
Tunjangan
Tantiem
Bonus

Kompensasi Berbasis Saham

o o~ w N

Remunerasi-Lainnya
Total Remunerasi
B  Fasilitas Lain

Perumahan

—_

Transportasi

Kesehatan

N

Fasilitas Lain-Lainnya
Total Fasilitas Lain

c  Total Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Orang

|_Jumiah Orang_|
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

199.500.000,00
25.013.998,00
0,00

0,00

0,00

0,00
224.513.998,00

0,00

0,00
7.980.000,00
12.448.800,00
20.428.800,00
244.942.798,00

Keterangan

77.625.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.625.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.625.000,00

Jumlah (Rp) Jumlah Orang Jumlah (Rp) Jumlah Orang

N N NN NN

N NN

Jumlah (Rp)

34.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.200.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.200.000,00

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.00.07 WIB Dicetak Oleh

rosianratna@gmail.com

1 dari 2



Form A.06.10 &

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ( |?g&mms

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.00.07 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form A.07.00 U

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah ( |JCHSC3!\RITAS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

e,

Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi 1,33
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang 1,11
tertinggi

Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi 3,10
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 0,42
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi 1,87

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.01.08 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.08.10 o*ronrms
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat Ql( |
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lIkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
m Tanggal Rapat Jumlah Peserta Agenda Rapat
10-04-2023 4 1. Kinerja Bank (Pembahasan pembiayaan bermasalah) 2. Hal lain-lain yang dianggap penting
(Sisitem Laporan APUPPT)
5 11-07-2023 4 1. APUPPT 2.. Evaluasi Kinerja triwulan 11 2023, yang didalamnya termasuk tingkat kesehatan
bank, rencana penyelesaian dst
3 26-10-2023 3 1. Kinerja yang memburuk, bagaimana cara mengatasinya 2. Pembahasan rencana bisnis bank
2024 3. Pangajuan Calon dewan komisaris
4 14-11-2023 3 1. Persiapan perpanjangan masa jabatan pengurus yang hampir selesai 2. Pengajuan calon
anggota dewan komisaris 3. Evaluasi kinerja Bank

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.01.51 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.08.20 Ommms
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat O’( |
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lIkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (%)
4 0

Baried Basyadi S.Pt MM 100,00

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.02.37 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.08.30 OTO s
RITA
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat Q’( ’

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

PT. BPRS lkhsanul Amal

31 Desember 2023

“ Tanggal Rapat Jumlah Peserta Agenda Rapat

10

11

12

10-02-2023

03-11-2023

03-02-2023

03-03-2023

06-04-2023

05-05-2023

02-06-2023

07-07-2023

04-08-2023

08-09-2023

06-10-2023

08-12-2023

1. Pembahasan Regulasi terbaru bidang perbankan syariah 2. Evaluasi terkait penerapan fatwa
DSN MUI

Pembahasan ketentuan pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo sesuai dengan
peraturan DSN MUI nomor 153/DSN/MUI/V/2022

1. Ketentuan penyaluran pembiayaan 2. Mekanisme penerimaan dana tabungan dan deposito
3.Ketentuan penyaluran murabahah dan multijasa

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Ketentuan penyaluran pembiayaan Ketentuan Penyaluran Murabahah dan Multijasa Mekanisme
penerimaan dana tabungan dan deposito

Tanggal Cetak

31/01/2024 14.03.03 WIB

Dicetak Oleh

rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.08.40 Ommms
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat O’( |
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lIkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

. Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (%)

10 0

11 0 91,67

83,33

KH. Mudhofir, BA.
2 Puji Handoko S.Ag, M.pd

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.09.47 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.09.00 N

, OTORITAS
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) ( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun Tahun Tahun Tahun
Sebelumnya VLT (LRI Sebelumnya L (LT T Sebelumnya L (LT T Sebelumnya

Tahun Laporan

Total Fraud
Telah Diselesaikan
Dalam Proses Penyelesaian

Belum Diupayakan Penyelesaiannya

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Keterangan

o o o o o

o o o o o

Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.04.36 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.10.00 F

| & | OTORITAS
Jumlah Permasalahan Hukum JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lIkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap 0 0
Dalam Proses Penyelesaian 0 0
Total

Tanggal Cetak 31/01/2024 14.06.36 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.11.00 L -
OTORITAS
( |JASA

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan R

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.11.58 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form A.12.00

N & | OTORITAS
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Q’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
. TanggalDlzir;yaluran Deskripsi Kegiatan Pihak Penerima Dana Jumlah (Rp)
11/04/2023 Kegiatan Sosial PEMBAGIAN TAKJIL GRATIS,PEMBERIAN PAKET GURU NGAJI,PAKET ~ GURU NGAJI 1.000.000
BUKBER UNTUK YATIM PIATU PIATU
2 12/04/2023 Kegiatan Sosial ZAKATKU BERSIHKAN HARTAKU, ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN YATIM PIATU 1.000.000
3 13/04/2023 Kegiatan Sosial RAMADHAN SEBAGAI BULAN SYIAR PENGOKOHAN KELUARGA ISLAM YATIM PIATU 500.000
4 13/04/2023 Kegiatan Sosial PENYALURAN DANA ZIS KARYAWAN LAZ NURUROHMAH AL BAROKAH 1.000.000
5 15/12/2023 Kegiatan Sosial KHITAN MASAL YATIM PIATU 2.500.000
6 27/07/2023 Kegiatan Sosial PLESIR BARENG YATIM DAN DHUAFA YATIM DHUAFA 500.000
7 28/07/2023 Kegiatan Sosial WOWNDERFUL MUHARAM, TELADAN NABI CINTAI YATIM YATIM PIATU 500.000

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.12.16 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form B.00.00

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

a( OTORITAS
JASA

KEUANGAN

Nama BPRS
Periode Laporan
Alamat

Nomor Telepon
Modal Inti

Total Aset

Bobot Faktor

Status Audit Ekstern
Nilai Komposit
Peringkat Komposit

Analisis

- PT. BPRS Ikhsanul Amal

- 31-12-2023

: JL YOS SUDARSO BARAT NO 8A GOMBONG
- 0287472020

: 4.023.298.107,00

: 29.350.829.739,00

: B

: Tidak Diaudit

: 2,6

: 3

: BPRS lkhsanul Amal telah memiliki struktur tata kelola sesuai

denganperaturan yang berlaku yaitu sesuai dengan POJK
24/POJK.03/2018 serta sudah adanya peraturan sebagai
pengendali intern

Tanggal Cetak

31/01/2024 15.13.13 WIB

Dicetak Oleh

rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form B.00.01 N

"| OTORITAS
Nilai dan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola ( |JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Bobot Faktor - B
e o e - Penjumlahan Total Nilai Faktor .

Faktor Bobot Nilai Struktur (S) | Nilai Proses (P) Nilai Hasil (H) S+P+H Sesuai Bobot Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,200 Baik
Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 0,150 1,45 1,20 0,30 2,95 0.44 CUKUP BAIK
Dewan Komisaris
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan 0,100 1,50 1,20 0,30 3,00 0.30 CUKUP BAIK
tanggung jawab DPS
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 CUKUP BAIK
fungsi Komite
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan 0,075 1,17 1,00 0,25 2,42 0.18 Baik
BPRS
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan 0,075 1,50 1,20 0,30 3,00 0.23 CUKUP BAIK
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan 0,075 1,00 0,80 0,20 2,00 0.15 BAIK
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern 0,075 1,40 1,00 0,28 2,68 0.20 BAIK
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 1,00 0,80 0,27 2,07 0.05 CUKUP BAIK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 0,075 1,50 1,20 0,30 3,00 0.23 CUKUP BAIK
pengendalian intern
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana 0,050 1,50 0,80 0,20 2,50 0.13 Cukup Baik
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS 0,050 1,50 1,20 0,30 3,00 0.15 CUKUP BAIK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 0,050 1,00 0,80 0,30 2,10 0.11 BAIK
keuangan
Nilai Komposit 2.6
Peringkat Komposit Cukup Baik

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.13.33 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 1



Form B.01.00

: : OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 2 PT BPRS IKHSANUL AMAL memiliki 1 Direktur Utama dan 1 Direktur Operasional yang
rupiah): merangkap sebagai Direktur Yang Membawahi Funsi Kepatuhan
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak
sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak
sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor 2 Seluruh direksi PT BPRS IKHSANUL AMAL bertempat tinggal di kabupaten kebumen sesuai
pusat BPRS. dengan tempat kedudukan bank

3 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda 2 Seluruh Direksi PT BPRS IKHSANUL AMAL tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi
sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota lainnya dan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.

4 Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan 2 Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui
diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang
Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan
dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. berakhir.

5 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota 3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
badan usaha, atau lembaga lain.

6 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 2 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: konsultan kecuali memenuhi persyaratan tersebut diatas.

a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya
membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang
memiliki target waktu tertentu;

b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang
lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu
dan biaya pekerjaan; dan

c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

7 Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap 2 Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi
anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat
kerja, dan pengaturan rapat.

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.13.57 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 3



Form B.01.00

: : OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,14
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,07

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak 2 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab
wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain. kepada pihak lain.

2 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, 2 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor
auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan.

3 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu 2 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan
kepada Dewan Komisaris dan DPS. Komisaris dan DPS.

4 Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan 3 Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal
anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai. mufakat tidak tercapai.

5 Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 2 Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan
dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan
memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
perundang-undangan.

6 Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang 2 Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara
jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan
keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.
mengembangkan kualitas individu.

7 Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan 2 Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan
tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. dan Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 15

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.13.57 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 3



Form B.01.00

T
: : OTORITAS
Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,14
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,86
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham 2 Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
melalui RUPS.

2 Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh 2 Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi
Direksi kepada pegawai. kepada pegawai.

3 Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis 2 Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh
dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.
terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.

4 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 2 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja
dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai
BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. ekspektasi Pemangku Kepentingan.

5 Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang 2 Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling
saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku
Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS. Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 10

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.13.57 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 3 dari 3



Form B.02.00

. OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 3 BPRS hanya memiliki 1 orang dewan komisaris pada semester ketua dikarenakan 1 anggota
rupiah): dewan komisaris meninggal dunia, saat ini BPRS sedang proses pegajuan calon komisaris pada
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. OJK KR3

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 3 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3 Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat 3 Saat ini dewan komisaris PT BPRS Ikhsanul Amal hanya 1 dan bertempat tinggal di Semarang,
tempat kedudukan kantor pusat BPRS. untuk permohonan calon anggota dewan komisaris tambahan masih dalam proses pengajuan di
Otoritas Jasa Keuangan
4 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar 2 Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.
rupiah):

Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris.

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):
Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.

5 Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, 3 Modal Inti bank saat ini kurang dari Rp. 50.000.000.000, sehingga belum memiliki Komisaris
kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Indepeneden
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau
hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang
bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen.

6 Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa 3 Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan
Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.18 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 4



Form B.02.00

. OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan
bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau
Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan
perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain. lain.

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 3 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai
semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
atau anggota Direksi.

9 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat 3 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap
bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. kerja, dan pengaturan rapat.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 26

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,89
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,45

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan 3 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi
dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.
ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.

2 Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 3 Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan
Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.
pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.

3 Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai 3 Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS,
kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank
batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.

dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.18 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 4



Form B.02.00

. OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi
rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas
Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.
dan/atau rekomendasi dimaksud.

5 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 3 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris.

6 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan 3 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.
mufakat tidak tercapai.

7 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, 3 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak
BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas
selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau
dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan.

8 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok 3 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang
fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. memerlukan tindak lanjut Direksi.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 24

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 1,20

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 3 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.18 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 3 dari 4



Form B.02.00 .
. OTORITAS
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Q’( |f<%?fo.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
N e T
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,30

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.18 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 4 dari 4



Form B.03.00 .
Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Ql( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan 3 jumlah dewan pengawas syariah PT BPRS IKHSANUL AMAL adalh 2 orang sebegai Ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang. Anggota

2 DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) 3 DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga
lembaga keuangan syariah lain. keuangan syariah lain.

3 DPS mendapatkan fasilitas kerja. 3 DPS mendapatkan fasilitas kerja.

4 DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk 3 DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. dalam hal ini Internal Audit melakukan

pengawasan operasional bank secara aspek syariah dan dilakukan laporan secara tidak
langsung kepada DPS

5 Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan 3 Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui
diangkat melalui RUPS. RUPS.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 15
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi 3 Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite
Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
RUPS.

2 DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang 3 DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
Baik.

3 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan 3 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada
saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Syariah.

4 Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 3 Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
tanggung jawab secara optimal. secara optimal.

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.33 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 3



Form B.03.00

OTORITAS
Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Ql( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

6 Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk 3 Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau
mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
tercapai.

7 Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, 3 Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan
remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan
dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 21

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 1,20
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 3 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester
setiap semester. telah sesuai

2 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 3 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2
paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir

3 Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan 3 telah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting
opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.

4 Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta 3 telah sesuai
remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.

5 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS 3 telah sesuai
dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan
pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang
terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 15

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.33 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 3



Form B.03.00 ) g N S—
Faktor 3: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Q’( |{(%?J'?°.NGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
I e e
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,30

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.14.33 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 3 dari 3



Form B.04.00
Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

m ( ’ OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1 BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan

komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (S)
Nilai (S)

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi
audit intern.
2 Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

penerapan fungsi manajemen risiko.

3 Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas
secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (P)
Nilai (P)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
1 Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko

diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan
Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator

0,00
0,50
0,00

0,00
0,40
0,00

0,00

Dengan Modal inti Bank dibawah 50 Milyar bank belum memiliki Komite Audit dan Komite
Manajemen Risiko

PT BPRS lkhsanul Amal belum terdapat Komite Audit
PT BPRS lkhsanul Amal belum terdapat Komite Pemantauan Risiko

Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif
antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Rekomendasi Audit Internal dan manajemen risiko ditindaklanjuti oleh Dewan KOmisaris dan
Direksi PT BPRS IKHSNAUL AMAL

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.16.54 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com

1 dari 2



Form B.04.00 L g
OTORITAS
QK

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
T e T
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,00

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.16.54 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form B.05.00

T
. : . OTORITAS
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 2 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE
rupiah): Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan
SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di syariah.

bidang operasional perbankan syariah.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional
perbankan syariah.

2 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 2 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI
rupiah): memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di
bidang operasional perbankan syariah.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional
perbankan syariah.

3 Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 3 Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan
dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau
mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah. aktivitas perbankan syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 7

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,33
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,17

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN- 3 Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan
MUI dan mendapat opini DPS. mendapat opini DPS.

2 Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa 2 Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai
BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS. dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.17.29 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 2



Form B.05.00

N & | OTORITAS
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS Q’( |JASA
KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,50
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 1,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran 2 Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan
dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah. pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.
2 Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap 3 Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
Prinsip Syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 5
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,50
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,25
Tanggal Cetak 31/01/2024 15.17.29 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com

2 dari 2



Form B.06.00 N
Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai 3 BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan
benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS,
Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan
dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat. kepentingan dalam risalah rapat.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan 3 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang
pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS. atau mengurangi keuntungan BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 1,20

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS 3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan
diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik. dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (H) 0,10

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.18.06 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 2



Form B.06.00 L g
OTORITAS
QK

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

I I T
Nilai (H) 0,30

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.18.06 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form B.07.01 F
Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 2 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota
rupiah): Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan
paling sedikit:

a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran
dana.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani
penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. yang berkaitan dengan perbankan syariah.

3 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 2 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):
rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif
yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi kepatuhan.

4 BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun 2 BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan
dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. kepatuhan.

5 BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 2 BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP
bagi SKP atau PE Kepatuhan. atau PE Kepatuhan.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 10
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.18.25 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 3



Form B.07.01 F
Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan
diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, untuk memastikan BPRS memenubhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai
dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

3 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan
kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau
untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, 2 PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. dan Prinsip Syariah.

5 SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan 2 PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai
dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
dan Prinsip Syariah.

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE 2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan PE Kepatuhan berkoordinasi
Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
terhadap Prinsip Syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 12
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.18.25 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 3



Form B.07.01 L
, OTORITAS
Faktor 7.a: Penerapan Fungsi Kepatuhan Q’( ’JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nilai (P) 0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, 2 Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

2 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang 2 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan
utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan
yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komisaris.

3 Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 2 Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang
dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.18.25 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 3 dari 3



Form B.07.02
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

m ( ’ OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

a b O N

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
BPRS membentuk SKAI.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah):
BPRS menunjuk PEAI.

BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia
yang melaksanakan fungsi audit intern.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator

Bobot (S)
Nilai (S)

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan
fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur
kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan
BPRS dan masyarakat.

PT. BPRS Ikhsanul Amal

w W W w

2,80
0,50
1,40

BPRS menunjuk PEAI

BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi audit intern.

BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern
yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.

Tanggal Cetak

31/01/2024 15.59.00 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com

1 dari 3



Form B.07.02
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib
rupiah): menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai

BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar
pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern,
sehingga diberikan nilai 2.

3 Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang 2 Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil
audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. audit, dan tindak lanjut hasil audit.

4 BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara 3 BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 10

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,50
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 1,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI 3 Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada direktur utama dan
kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. kepatuhan.

2 Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus 3 Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal
(dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan
usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. Tata Kelola BPRS.

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.59.00 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 3



Form B.07.02

-
, , OTORITAS
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern Q’( ’JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan
rupiah): hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak waijib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan
Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada nilai 2.

Otoritas Jasa Keuangan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak waijib dilakukan dan disampaikan,
sehingga diberikan nilai 2.

4 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 3 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan
rupiah): pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):

Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 11

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,75
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,28

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.59.00 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 3 dari 3



Form B.07.03 I
Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan 2 Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):
puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta
BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan
Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.

Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh miliar rupiah):

BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan

Komisaris.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan 2 Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa
mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan
kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.19.49 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 2



Form B.07.03

-
) , OTORITAS
Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern Q’( |JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan
permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
KAP yang ditunjuk.

2 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 3 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor
akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

3 Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan 2 Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jasa Keuangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 8

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,67
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,27

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.19.49 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form B.08.00

) g N
: - . : OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Q’( ’JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar 3 BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS
rupiah): menunjuk PEMR.
BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.

BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):

BPRS membentuk SKMR.
BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah):
BPRS menunjuk PEMR.
2 BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan 3 BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit
penetapan limit risiko. risiko
3 BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi 3 BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen
manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk
kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko. pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 9
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.20.12 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 3



Form B.08.00

OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan . PT. BPRS Ikhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Direksi paling sedikit mencakup: Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan
Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d.
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen
Direksi; risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f.
c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko
d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait yang diambil BPRS secara keseluruhan.
dengan manajemen risiko;
e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen;
dan
f. bertanggung jawab atas:
1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan
2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.

2 Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: 3 Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi
b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d.
¢. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
manajemen risiko; dan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

3 DPS paling sedikit mencakup: 3 DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan
a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
Prinsip Syariah; dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan
manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

4 BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 3 BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.

5 BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 3 BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

6 BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan 3 BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank
penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. pembiayaan rakyat syariah

7 Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang 3 Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen
terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.

mengenai manajemen risiko.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 21

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.20.12 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 3



Form B.08.00

: - . : OTORITAS
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Q’( |¥EmNGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS lkhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
N e T
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 1,20

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada 3 Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
bank pembiayaan rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,30

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.20.12 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 3 dari 3



Form B.09.00 N
Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana Q’(

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait 3 BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas
dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok
kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, akan tetapi belum
penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai memiliki pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian
bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.

BPRS.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis 2 BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD
terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
undangan.

2 Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran 2 Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah
dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan
kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 4

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.20.40 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 2



Form B.09.00

I
) OTORITAS
Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana Q’( ’JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang
dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank
mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. pembiayaan rakyat syariah.

2 BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam 2 BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan
dana bank pembiayaan rakyat syariah. rakyat syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 4

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,20

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.20.40 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

oK

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

PT. BPRS Ikhsanul Amal

31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris

sesuai dengan visi dan misi BPRS.

2 Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.

3 Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk
memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur
yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan

kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (S)
Nilai (S)

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha

BPRS;

b. prinsip kehati-hatian;

c. asas perbankan yang sehat; dan
d. Prinsip Syariah.

2 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana

bisnis BPRS.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator
Bobot (P)
Nilai (P)

3,00
0,50
1,50

3,00
0,40
1,20

Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan
visi dan misi BPRS.

Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana
strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai rencana bisnis BPRS.

Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat
permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain
sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.

Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan
faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c.
asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.21.05 WIB Dicetak Oleh

rosianratna@gmail.com

1 dari 2



Form B.10.00 L
o OTORITAS
Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS Q’( |JASA

KEUANGAN
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, 3 Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi

laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada
BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 3
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00

Bobot (H) 0,10

Nilai (H) 0,30

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.21.05 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



Form B.11.00
: - OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Q’( JASA

KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal

Posisi Laporan - 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh 2 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi
sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan
kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 2

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (S) 0,50
Nilai (S) 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi 2 BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit
paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota
mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan
komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.

2 BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, 2 BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan
laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada),
tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan
pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi
perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
rakyat syariah.

3 BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan 2 BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta
serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan
produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan
Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. konsumen sektor jasa keuangan.

4 BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan 2 BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi
undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
syariah.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 8

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.21.33 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 1 dari 2



Form B.11.00

) g N
) . OTORITAS
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Q’( ’JASA
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan - PT. BPRS Ikhsanul Amal
Posisi Laporan - 31 Desember 2023
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 2,00
Bobot (P) 0,40
Nilai (P) 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan 3 Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama
mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
transparansi kondisi keuangan BPRS.

2 Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan 3 Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu
disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan
bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan 6

Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator 3,00
Bobot (H) 0,10
Nilai (H) 0,30

Tanggal Cetak 31/01/2024 15.21.33 WIB Dicetak Oleh rosianratna@gmail.com 2 dari 2



BPR SYARIAH S
IKHSANUL AMAL

Jadikan Muamalah Bernilai Ibadah

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023
untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Gombong, 29 Januari 2024
Pengurus PT BPRS Ikhsanul Amal,

Komisaris Utama Direktur Utama

Bfied Basyadi, Spt.,, MM. NS A

J1. Yos Sudarso Barat No. 8-A Gombong
Kebumen Jawa Tengah - 54413
Telp/Vax. 62287472020

Email : bprsikhsanulamal/@gmail com




BPR SYARIAH " 5
IKHSANUL AMAL

Jadikan Muamalah Bernilai Ibadah

Bismillahirrahmanirrohim

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620047

Nama BPRS : PT BPRS IKHSANUL AMAL
Jenis BPRS : BPRSB

Tahun : 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Komposit

3 Cukup Baik

Analisis

Pelaksanaan Self Assessment BPRS Ikhsanul Amal berdasarkan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2022 tentang Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/P0JK.03/2022 tentang Tata Kelola
Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

4. Surat Edaran Nomor 13/SE.0JK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi:
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang dirubah dengan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03 /2019 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, BPRS Ikhsanul Amal menggunakan Self
Assessment Tata Kelola sebagai alat (tool) untuk mengukur dan memperoleh gambaran
umum atas kelengkapan, efektivitas dan kualitas pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh
tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan selama periode tertentu, dimana
penilaian Self Assessment tersebut dilakukan pada masing-masing Unit Kerja.
IPenilaian sendiri penerapan tata Kelola BPRS Ikhsanul Amal dilakukan
terhadap11 (sebelas) faktor penilaian, sebagai berikut :

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris;
c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;

JI. Yos Sudarso Barat No. 8-A Gombong
Kebumen Jawa Tengah — 54413
Telp/Fax. +62287472020

Email : bprsikhsanulamal@gmail.com




: BPR SYARIAH
@ IKHSANUL AMAL ;

Jadikan Muamalah Bernilai Ibadah

d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

e. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;

f. penanganan benturan kepentingan;

g. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan auditekstern;

lh. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian

intern;
batas maksimum penyaluran dana;

rencana bisnis BPRS;

transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

Setelah melakukan self assessment terhadap seluruh faktor penilaian tersebut secara
komprehensif dan terstruktur, mencankup struktur dan infrastruktur tata kelola,
lkesimpulan dan peringkat tata kelola di BPRS Ikhsanul Amal untuk masing-masing
factor adalah sebagai berikut :

ilai Komposit 3, dengan peringkat komposit Cukup Baik.

anajemen BPRS Ikhsanul Amal telah melakukan penerapan Tata Kelola atau

ood Corporate Governance yang secara umum Cukup Baik. Hal ini tercermin dari

enerapan atas prinsipprinsip Good Corporate Governance yang cukup memadai.
Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate
Governance maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan dapat
diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank”

Berdasarkan hasil Self Assesment terhadap aspek Governance Structure, Governance -
Process dan Governance Qutcome atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG
untuk posisi Semester 2 Tahun 2023, Manajemen BPRS Ikhsanul Amal telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang secara umum Cukup Baik, yang
tercermin dari hal-hal sebagai berikut :

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

a. Berdasarkan hasil RUPSLB PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal
yang dibuat di hadapan Notaris dengan Akta Nomor 93 tgl 9 Desember 2023,
yang telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0198594 jumlah Direksi adalah 2 (dua) orang
dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit & proper test dari OJK serta
memiliki sertifikasi kompetensi yang masih aktif dari lembaga certif yang
berwenang. Seluruh Direksi berdomisili di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah,
Inonesia dan berkewarganegaraan Indonesia.

b. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen|
dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan kegiatan|
operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank
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dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.

c. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan|
Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada bank atau lembaga
lainnya yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

d. Direksi Operasional Bank merangkap menjadi Direksi Yang Membawahkan|
Fungsi Kepatuhan.

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris;

a. Berdasarkan hasil RUPSLB PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ikhsanul Amal
yang dibuat di hadapan Notaris dengan Akta Nomor 93 tgl 9 Desember 2023,
yang telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0198594 jumlah Dewan Komisaris adalah 1
(satu) orang dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit & proper test
dari OJK serta memiliki sertifikasi kompetensi yang masih aktif dari lembagal
certif yang berwenang.
posisi Komisaris yang kosong dikarenakan Komisaris telah meninggal dunia,
Pada saat laporan ini kami sampaikan, bahwa manajemen Bank telah beberapa
kali mengajukan dua calon direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengajuan|
Komisaris tersebut sedang dalam proses persetujuan OJK KR3, saat ini berkas
sudah diteliti oleh OJK KR 3 bagian perizinan.

b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen dan tidak terdapat intervensi dari Pemilik yang menyebabkan|
kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya
aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.

3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;

a. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Ikhsanul Amal adalah 2
Orang dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas
Syariah telah mendapatkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUL

b. Seluruh anggota DPS BPRS Ikhsanul Amal telah mendapatkan persetujuan dari
OJK yang tertuang pada Surat Nomor S-93/KR.0312/2022, tanggal 29 Maret
2022.

4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;

BPRS Ikhsanul Amal memiliki Aset dibawah 30 Miliar dengan modal inti
masih dibawah 6 Miliar, sehingga tidak wajib memiliki fungsi Komite.
Sehingga fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

5. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;

a. DPS telah melakukan pengawasan guna memastikan pemenuhan prinsip syariah
pada rencana pengembangan produk baru.
b. Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bahwa produk Bank telah
memenuhi prinsip syariah, yaitu berdasarkan Fatwa DSN dan dilengkapi opini
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syariah Dewan Pengawas Syariah. Setiap pengembangan produk di BPRS
Ikhsanul Amal wajib dilakukan kajian oleh DPS agar sesuai dengan fatwa DSN-
MUL

c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah
memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah

6. penanganan benturan kepentingan;

a. Bank sudah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai
benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank serta
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam|
risalah rapat.

b. Bank telah bersikap independen dan obyektif sehingga terbebas dari intervensi
pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

7. penerapan fungsi Kkepatuhan, audit intern, dan audit
ekstern;

a. Kebutuhan sumber daya insani Audit Intern sudah dipenuhi baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas

b. Bank telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif dengan melakukan |
proses audit rutin dan audit khusus atas kasus yang terjadi. Bank juga
menggunakan Risk Based Audit sebagai dasar pelaksanaan audit.

c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPSL
berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

d. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk untuk pelaksanaan audit tahun buku
2022 mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional
akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit.

e. Hasil audit KAP dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu
kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian

intern;

a. BPRS Ikhsanul Amal menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian
internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha,
ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada
persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

b. Dalam pelaksanaan GCG di BPRS Ikhsanul Amal, Audit Intern mempunyai peran
penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern,
kepatuhan terhadap peraturan dan mendorong governance process.

9. batas maksimum penyaluran dana;

a. Bank telah memiliki kebijakan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan|
penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian nasabahnya yang
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telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Penyediaan dana kepada pihak terkait/penyediaan dana besar telah
memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portfolio dan|
memenuhi ketentuan tentang BMPD, prinsip kehati-hatian maupun perundang-
undangan yang berlaku.

10. rencana bisnis BPRS;

dalam Menyusun Rencana Bisnis Bank, manajemen memperhatiak isu strategis yang
ada. Rencana Bisnis Bank tersebut telah dikirmkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.

a. Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (O]K) serta lembaga lainnya
sesuai aturan regulasi.

b. Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada
stakeholders berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan
ketentuan regulator.

Disamping hal tersebut pertimbangan lainnya yakni, mmasih ada beberapa yang
perlu disempurnakan dan/atau dilengkapi, yakni modal inti Bank yang masih
dibawah 6 Mikiar, hal ini mendapat perhatian khusus dari pemegang saham, sehingga
para pemegang saham berkomitmen di semester satu tahun 2024 akan disetorkan
modal minimal 2 miliar. Perlunya ada penyempurnaan kebijakan pembiayaan serta
pedoman manajemen risiko serta ketentuan internal lainnya.

Gombong, 29 Januari 2024

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Komisaris Utama Direktur Utama

aried Basyadi, Spt., MM.
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